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SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon,
dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam
sejahtera, om swastiastu. Pada kesempatan hari ini kami dari Kantor
Hukum Husdi Herman, hadir Kuasa Hukum Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.,
Ibu Tineke Indriani, S.H., dan saya sendiri Victor Santoso Tandiasa.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan karena ada kegiatan sidang yang tidak
bisa ditinggalkan.
Dari Kuasa Presiden? Silakan.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari
Kementerian Keuangan, lbu Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Advokasi
Kementerian Keuangan). Kemudian saya sendiri dari Kementerian Hukum
dan HAM. Kemudian dari Kejaksaan Agung RI, yang pertama Bapak
Poernomo, kemudian Erik Meza, kemudian Ahadiyan.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Dari Pihak Terkait OJK?
PIHAK TERKAIT (OJK): ZULKARNAIN SITOMPUL

Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Terkait dari Otoritas Jasa
Keuangan, saya Zulkarnain Sitompul (Deputi Komisioner Hukum OJK). Ada

dari ... juga dari OJK, Pak Rizal Ramadhani (Kepala Departemen Hukum
OJK) dan Pak Tongam dari penyidik. Di sebelah kanan saya ada Hendra



(Direktur Bantuan Hukum OJK) dan Deputi Komisioner Penyidikan di OJK,
Pak Bambang.
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar
keterangan DPR dan Kuasa Presiden, DPR tidak hadir. Kemudian dari
Kuasa Presiden, Kementerian Keuangan meminta jadwal ulang, ya?
Gimana? Silakan. Coba?

PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari kami, Pemerintah, sudah
menyampaikan surat permohonan untuk bisa diberikan perpanjangan
waktu menyampaikan Keterangan Presiden karena masih memerlukan
waktu koordinasi dengan lingkungan Pemerintah yang dapat kuasa.

Terima Kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik kalau begitu. Karena DPR tidak hadir, kemudian dari
Pemerintah meminta penjadwalan ulang, dan untuk Pihak Terkait nanti
sekaligus.

Jadi untuk sidang berikutnya adalah untuk mendengarkan
keterangan DPR, Pemerintah, sekaligus keterangan dari OJK, ya, Pihak
Terkait. Untuk itu sidang ditunda hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, jam
11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya, Pemohon? Karena Pemerintah belum siap,
DPR tidak hadir. Jadi sidang ditunda hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019,
jam 11.00 WIB untuk mendengar keterangan dari DPR, Pemerintah, dan
Pihak Terkait OJK, ya.

Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB
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